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BUPA?I BURU

PROVINSI MALUKU

PERA?URAN BUPATI BURU
NOMOR 6q TAHUN 2Afi

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4

Perafiran Pernerintah Nonror tr8 Tahun 2A16 tentang

Perangkat Daerah, y&ng mengaturkedudukan, srrsunarr.

organisasi, tugas dan fungsi, serta tata keda perangkat

daerah, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata

Kerja, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buru;

b. bahwa berdasarkan pertirnbanagan sebagaim.ana

dimaksud dalarn huruf a, perlu menetepkan

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja,

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buru;

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru

dan Kabupaten Matruku Tengara Barat (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor L74 Tahun L999,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3395) sebagairnana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2OOO terltang Per:ubahan atas

Undang-Undang Norr,ror 46 Tahun 1999 tentang

Pernbentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru



3.

dan Kabupaten Maluku Tenggara B,arat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2A04 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38h

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20tl
nomor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Al4 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nornor 5+9al;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2At4 tentang

pemerintahan Daerah (krnbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2aL4 Normor 244, Tatrtbahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nornor 55S7) sebagairnana

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tanrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679l'.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 11a);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun

2A16 tentang Pernbentukan dan susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Buru (Lernbaran Daerah Kabupaten

Buru Tahun 2OL6 Nornor 16);

4.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru;

2. Pemerintah Daerah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana€ur. urusan Pemerintahan

yang me4iadi Kewenangan Daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Buru;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perrvakilan Ralryat Daerah Kabupaten Buru;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;

6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Buru;

7. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Buru;

8. Unit Pelaksana Teknis Badan, Adalah unsur pelaksana teknis badan

trntuk rnelaksanakan kegiatan teknis operasi.onatr dan/atatl kegiatan

teknis penunjang tertentr.r.

9. Kelompok Jabatan pelaksana adalah sekelompok Aparatur Sipil Negara

yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta

administrasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata. Kerja

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buru.



BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BURU

Pasal 3

Kedudukan

Badan Pendapatan Daerah Kabr.lpaten Buru adalah unsur pendukung dan

pelaksana tugas Bupati, dipimpin oleh seorang kelapa yang berkedudukan

dibawah dan petanggungiawab kepada tsupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buru tipe A

terdiri atas 4 {empat} Bidang dan 1 (satu} Sekretariat;

{21 Sekretariat sebagairnana dimaksud pada ayat (1} terdiri atas 2 (dua) Sub

bagian;

(3) Bagian sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tendiri atas paling banyak 2

(dua) sub bidang;

(41 Sr.lsr.man Organisasi Badan Pendapatan sebagairnana dirnaksud pada

ayat (1) adalah terdiri dari;

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat Badan Membawahkan;

1. Sr.rb BagianUmum dan Kepegawaian; dan

2. Sub BagianPerencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Pendataan dan Pengembanganrnembawahkan;

L. Sub. BidangPendataan dan Pengembangan; dan

2. Sub. bidangPenetapan;

d. Bidang Penagihan dan Pembukuanmembawahkan;

1. Seksi Penagihan dan Pertirnbangan Keberakatan; dan

2" Seksi Pembukuan dan Verifikasi;

e. Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB membawahkan;

1. Sub BidangPBB-P2 dan BPHTB; dan

2. Sub. Bidanglnf,ormasi dan Pendokumentasian;

f. Bidang Pendapatan Pqiak dan Retribusi Non PBB-P2 dan BPHTB

membawahkan;

1. Sub. BidangPajak dan Retribusi Daerah; dan

2. Sub. BidangPenerirnaan Lain-Lain;



(1)

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BURU

KEPALA BADAN

Pasatr 5

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan

badan, urusa.n dibidang pendapatan daerah, merumuskan dan

mengkoordinasikan sasaran kegiatan, menyelenggarakan, mengevaluasi

dan melaporkan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku,

serta pernbinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan serta

pengarahan program dan kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Dalam melaksanakan fi.rgas pokok sebagaimana dirnaksud pasal 3 ayat

(1), mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan pen5rusu.nan rencana program dan kegiatan badan

dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;

b. Merurnuskan dan menyiapkan keb[iakan petraksanaan urLrsar,r tata

usaha badan pendapan daerah;

Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;

Membina, mengarahkan dan rnengkoordinasikan penyelenggaraan

kegiatan pendapatan daerah;

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap unit pelaksana teknis sesuai

lingkup tugasnya;

f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan, pengalrasan dan

pengendalian semua potensi dan realisasi pendapat, daerah baik yang

di kelola langsung maupaun yang di kelola oleh perangkat daerah

lainnya;

g. Pelaksanaan evaluasi dan pen5rusunan laporan program dan kegiatan

bidang tugasnya;

h. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretaris Badan

Pasal 6

tl) Sekretaris Badan rnernpr.myai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan

perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan administrasi

ketatausahaan, urusall kepegawaian, keuangan dan hubungan

(21

c.

d.



masyarakat, urntlm dan aset serta rumah tangga badan sesuai peraturan

perundang-undangan yang belaku.

(21 Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. PenSrusunan rencana dan program ketatausahaan, keuangan dan

kepegawaian Badan;

b. Pelaksanaan analisis evaluasi dan pelaporan pelaksanaan progr€rm

dan kegiatan fasitritas Badan Pengelola Pendapatan Daerah;

c. Pelaksaan pen3rusunan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah

dilingkup badan pendapatan;

d. Pelaksanaan urusan adrninistrasi kepegawaian;

e. Pelaksaanan urusan rurnah tangga, pelengkapan dan administrasi

perjalanan Badan Pengelola Pendapatan dan aset;

f. Pen5rusunan dan pengajuan perenc€ulaan kebutuhan dan

penganggaran serta pelaksanaan pengadaan barang milik daerah

(sarana dan prasarana) di lingkup badan pendapatan sesuai

ketentuan yang berlaku;

g. Pelaksanaan penga.r,nanan dan perneliharaan serta penata usahaan

barang milik daerah di lingkup Badan Pengelola Pendapatan;

h. Pelaksanaan pengajuan permohonan penetapan status untuk
penguasaan d.an penggunaan barang milik daerah dilingkup Badan

Pengelola Pendapatan sesuai ketentul"an;

i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang

milik d.aerah di lingkup badan yang ada dalam penguasaannya;

j. Pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah di

lingkulp badan sestlai ke tentuan yang berlaku;

k. Pen5rusunan dan penyarnpaian laporan pengelolaan barang milik
daerah di lingkup badan sesuai ketentuan berlaku;

1. Pelaksanaan administrasi dan kearsipan;

m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan dibidang tugas;

n. Memberikan penilaian terhadap staf dalarn rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun; dan

o. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasannya;

Pasal 7

(1) Kepala Subag Bagran Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

menyelenggarakan dan melaksanakan urus€rn administrasi lrmum,

perleogkapan dan kepegawaian.

(21 Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :



a. Penyelenggaraan dan petraksanaan pencatatan surat masr.rk dan

keluar, pengarsipan, pendistribusin surat/bahan cetakan, ekpedisi,
penggadaan surat serta keamanan dokumen;

b. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
c. PenyeLenggaraan dan melaksanakan pelayanan urusan Llmltm,

perlengkapan dan kepegawaian;

d. Pelaksanaan urusan rurnah tangga dinas, humas, protokol, dan
menyiapkan perjalanan dinas serta mengawasi pelaksanaan

kearnanan dan kebersihan kantor;

e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang,
penggadaan surat dan naskah dinas;

f. Penyelenggaraan dan pelaksanaan koordinasi dalam hal administrasi
kepegawaian rneliputi pen1rusunan rencana kebutuhan pegawai,

daftar urut kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, kenaikan gaji,
pemindahan, pemberhentian, pensiun, cuti, r-ljian dinas, prosedur

pendidikan dan pelatihan pegawai serta sumpah pegawai negeri sipil
dan pernbinaan pegawai;

g. Penyelenggaraan dan pelaksanaan dokumentasi kepegawaian;

h. Pelaksanaan penghimpunan dan pen5rusunan inventarisasi data

kepegawaian;

i. Pen5rusunan perencanaan pelaksanaan kegiatan*kegiatan sub bagain

umurn dan kepegawaian sebagai acuarl pelaksanaan tugas;

j. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun; dan

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Badan Pengelola

Pendapatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mernpunyai tugas

melaksanakan koordinasi penyusun€Ln renc€ula program dan kegiatan

serta melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi perencanaan

mempunyai tugas melakukan koordinasi penJrusunan rencaila.

(21 Uraian fi.rgas dirnaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Pelaksanaan Penghimpunan dan pengkajian Peraturan Perundang-

Undangan, keb{jakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta

bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas bagian

perencanaan Badan;



b. Pelaksanaan inventarisasi dan penghimpunan data dan informasi

dalam rangka pen5ru$unan program dan re$cana kegiatan dari
masing-rnasing bidang dalam lingkungan Badan;

c. Pen5rusunan rencana umum program kerja lima tahunan Badan;

d. Menlrusun DPAIDPPA Badan Pendapatan Daerah;

e. Mengkoordinasikan pen5rusunan RENSTRA, RENJA, LAKIP dan LPPD;

f. Pe5rusunan rencana dan tatalaksana belanja tidak langsung dan

belanja langsung;

g. Penyelenggaraan dan pelaksanaan adrninistrasi gaji pegawai;

h. Penyelenggaraan dan pelasanaan penJrusunan dan pelaporan

keuangan;

i. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembukuan, pertanggung

jawaban, verifikasi, laporan dan pembinaan bendaharawan;
j. Penyusun dan mengkoordinasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas sesuai ketentuan;

k. Pen5rusunan laporan berkala tahunan dan menganalisa laporan hasit

pelaksanaan prograrn/ kegiatan;

1. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun; dan

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris badan pendapatan

sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

Bidang Pendataan dan Pengembangan

Pasal9

(U Kepala Bidang Pendataan dan Pengernbangan melaksanakan pembinaan

pengkoordinasian perumllsan keb{iakan teknis pada bidang pendataan

penetapan dan pengernbangan meliputi analisa ponensi data dan

informasi serta hukum dan perundang - undangan.

(2| Uraian tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Pen5rusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang

pendataan, penetapan dan pengembangan Badan Pendapatan

Daeratr;

b. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wqiib pqiak daerah dan

retribusi daerah;

c. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perpajakan daerah dan

retribusi daerah;



d. Menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan

penarikan pqiak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku ;

e. Melaksanakan analisa potensi pengembangan pajak daerah dan

retribusi daerah;

f. Pelaksanaan penetapan p{ak daerah dan retribusi daerah;

g. Pelaksanaan evaluasi dan pertanggung jawaban hasil kerja masing-

masing seksi bidang Pendataan, Penetapan dan Pengembangan;

h. Melaporkan pelaksanacrn tugas kepada atasan secara berkala;

i. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun; dan

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 1O

(1) Kepala Sub. Bidang Pendataan dan Pengembangan mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan dalam

melaksanakan Pen5msunan dan pelaksanaan rencana program kerja

Bidang Pendataan dan Pendaftaran.

(21 Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Melaksanakan pen5rusunan rencana kegiatan pendataan dan

pendaftaran wajib pajak;

b. Melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap subjek wajib pajak

daerah dan retribusi daerah;

c. Melaksanakan penertiban surat pengukuhan dan penunjukan sebagai

wajib pajak daerah;

d. Mengawasi dan mengendalikan atas objek pajak daerah dan objek

retribusi daerah;

e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberikan petunjuk

pelaksanaan tugas;

f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan seeara berkala;

g. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pernbuatan SKP

setiap akhir tahun; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 11

(1) KepaTa Sub. Bidang Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala

Pendataan, Penetapan Dan Pengembangan dalam melaksanakan

PenSrusunan dan Pelaksanaan Rencana Program Kerja Seksi Penetapan



{21 Uraian tugas sebagairrrana dimaksud pada ayat (1} terdiri dari :

a. Men;rusun dan Pelaksanaan Rencaan Kegiatan Prograrn Kerja Bidang
Pendataan , Penetapan dan Pengembangan;

b. Membuat nota Perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
berdasarkan hasil Nota Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhitung
lainnya;

c. Pembuatan Perhiflrngan dan Penetapan Surat Ketetapan Pajak

Daerah (SKPD) dan surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

d. Menetapkan Surat Ketatapan Pajak Daerah (SKPD) darr Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan rnemberi petunjuk
pelaksanaan tugas;

f. Melaporkan pelaksar,racln tugas kepada atasan secara berkala;
g. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Bidang Penagihan dan Pernbukuan

Pasal 12

(1) Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas membantu

kepala badan pengelola pendapatan dalam melaksanakan penagihan dan
pembukuan penerirn€arl pajak daerah dan retribusi daerah.

(21 uraian tugas sebagaimana dineaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Pen5rusunan dan pelaksanaan rencana kerja bidang penagrhan

berdasarkan rencana kegiatan masing-masing seksi dilingkup bidang

penagihan sebagai bahan pen5rusunan program kerja badan pengelola

pendapatan;

b. Penyelenggaraan pernbukuaan penerimaan pqiak daerah dan retribusi
daerah;

c" Penyiapan pelaporan realisasi penerirnaan dan tunggakan pajak

daerah dan retribusi daerah;

d. Pelaksaan rekonsiliasi dan verilikasi penerimaan pajak dan daerah

dan retribusi daerah;

e. Pelaksanaan penagihan pajak daenah dan retnibusi daerah yang

menjadi kewenangan pemerintah daerah;

f. Penertiban surat tagihan pajak, surat perjanjian pencicilan

pembayaran piutang pajak daerah dan retribusi daerah;

10



g. Pelaksanaan penerimaan permohonan bandinglkeberatan wajib pajak

seksi bidang panagihan;

h. Pelaksanaan evaluasi dan pertanggung jawaban hasil kerja masing-

masing seksi bidang penagihan;

i. Mendistribr-lsikan tugas kepada bawahan d.an r,nember petunjuk
pelaksanaan tugas;

j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala;

k. Memberikan penilaian terhadap staf datam rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun; dan

1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 13

(1) Kepala Sub. Bidang Penagihandan Pertimbangan Keberatan mempunyai

tugas nrelaksanakan penagihan dan pertirnbangan keberatab.

(21 uraian tugas sebagaimana dineaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
a. Melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah dan retribusi

daerah;

b. Membuat surat pernberitahuan jatuh ternpo p4ak daerah dan

retribusi daerah;

c. Menlrustln petunjuk teknis pengajuan dan pemberian keberatan,

review dan restitusi pajak daerah dan retribusi daerah;

d. Memproses pernberian keberatan, review, restitusi dan banding atas

materi penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;

e. Menyiapkan pertimbangan kepr-ltusan atas permohonan keberatan,

review dan restitusi;

f. Melakukan koordinasi lintas bidang-bidang atas perr,lohonan review,

keberatan dan restitusi pqiak daerah dan retribusi daerah;

g. Melakukan pengawasan terhadap pembayaran piutang/tunggakan

pajak daerah dan retribusi daerah;

h. Menyiapkan surat peringatan, surat tegr.lran, surat untuk penyitaan

dan surat usulan untuk pelelangan;

i. Menyiapkan surat keterangan pernbayaran pajak (Iiska!;

J. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas;

k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala;

1. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun; dan

m. Pelaksanaan tugas train yang diberikan oleh atasarurya;
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Pasal 14

(1) Kepala Sub. Bidang Pembukuan dan Verifikasi membantu kepala bidang

dalam melaksanakan tugas pembukuan dan veilikasi;

(21 uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
a. Melaksanakan penata usahaan penerimaan pajak daerah dan

retribusi daerah;

b. Melakukan verifikasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;

c. Melaksanakan perhitungan hasil penetapan pajak daerah dan

retribusi daerah;

d. Membuat laporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

serta daftar piutang pajak daerah dan retribusi daerah;

e. Menyiapkan laporan secara periodik reatrisasi penerimaan pajak

daerah dan retribusi daerah;

t Mendirstribusikan tugas kepada bawahan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas;

g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala;

h. Memberikan penilaian terhadap staf dalarn rangka penabuatan SKP

setiap akhir tahun; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB

Pasal 15

(1) Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas

mernbantu kepala badan pengeloLa pendapatan dalam r,nelaksanakan

pembukuan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan BPHTB serta

mengkoordinasikan kegiatan pelayanan PBB dan BPHTB.

{2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri dari:

a. Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan pdak PBB-P2

dan BPHTB;

b. Pengkoordinasian pelayanan, pendaftaran dan pengelolaan pajak

PBB -P2 dan BPHTB;

c. Petraksanaan pembinaan, pengawasan serta pengendalian pajak

PBB - P2 dan BPHTB;

d. Pelaksanaan pengendalian dan pkegiatan bidang pajak PBB - W dan

BPHTB;

e. Penyajian data dan informasi penenirmaan pqiak PBB - P2 dan BPHTB;

t2



f. Melaksanakan Penatausahaan dan Pelaporan Penerimaan Pqiak

PBB - P2 dan BPHTB;

g. Melaksanakan koordinasi pemungutan dan penerimaan pendapatan

lain-1ain;

h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan member petunjuk
pelaksanaan tugas;

i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala;
j. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun; dan

k. Pelaksanaan tugas lain yang diherikan oleh atasa;

Pasal 16

(1) Kepala Sub. BidangPBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTBdaIam melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan rencana progrEr.m kerja bidang-bidang pendapatan PBB-P2

dan BPHTB.

(2) uraian tugas sebagairnana dimaksud pada ayat {1} terdiri dari:

a. Mendistribusikan SPPT PBB P2 dan BPHTB kepada wajib pajak

daerah;

b. Melaksanakan pembukuan penerimaan PBB-P2 dan BPHTB membuat

laporan secara periodik;

c. Menghimpun data penerimaan PBB-P2 dan BpHTB;

d. Melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan PBB-P2 dan BpHTB;

e. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pendapatan, pungutan dan

evaluasi serta pemutakhiran data pqiak br.lmi dan bangunan (PBB};

f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan member petunjuk
pelaksanaan tugas;

g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala;

h. Mernberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembr.latan SKP

setiap akhir tahun; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 17

(U Kepala Sub. Bidang Informasi dan Pendokumentasibidang PBB-P2 dan

BPHTB dalam melaksanakan tugas pengelolaan informasi dan

pendokumentasian data pendapatan pajak dan retribusi daerah yang

dikelola badan pengelola pendapatan daerah.

(21 Uraian tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
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a. Memberikan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi kepada wajib

pajak dan w4iib retribusi;

b. Memberikan informasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi terkait
permasalahan penetapan dan pembayaran p4iak dan retribusi;

c. Ivlelakukan koordinasi pada bank-bank terkait pelaksanaan

pembayaran pajak secara on line;

d. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait penerimaan

pajak dan retribusi yang dikelola dinas pendapatan;

e. Mengelola pengarsipan dan perneliharaan data wqiib pqiak

daerah/wajib retribusi daerah dan objek pajak daerah

f. Menyusun dan rnengelola sistem informasi pengolahan data induk

wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah;

g. Mernberikan penilaian terhadap staf dalarn rangka pernbuatan SKP

setiap akhir tahun; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendapatan Pqiak dan Retribusi Non PBB-P2 dan BPHTB

Pasal 18

{1) Kepala Bidang Pendapatan Daerah dan Retribusi Non PBB-P2 dan BPHTB

memiliki tugas rmelaksanakan urLrsan pemerintahan, tugas kepala

bidang pendapatan daerah dan retribusi non PBB-P2 dan BPHTB yang

bersumber dari pqiak dan retribusi daerah non PBB-P2 dan BPHTB

{21 Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;

a. Perurnusan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan pqiak dan

retribusi daerah non PBB-P2 dan BPH?B

b. Pengkoordinasian pelayanan, pendaftaran dan pengelolaan pajak dan

retribusi daerah non PBB-P2 dan BPHTB;

c. Pelaksanaarl perinbinaan, pengaurasan serta pengendatrian pajak dan

retribusi daerah non PBB-V2 darrr BPHTB;

d. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan kegiatan bidang pajak dan

retribusi daerah non PBB-P2 dart BPHTB;

e. Penyajian data dan informasi penerimaan pajak dan retribusi daerah

non PBB-P2 dan BPHTB;

f. Mernberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.



Pasal 19

(1) Kepala Sub Bidang Pajak dan Retribusi Daerah membantu bidang
pendapatan daerah dan retribusi non PBB-P2 dan BPHTB dalam
melaksanakan program dan kegiatan penerimaan p4ak daerah non PtsB

dan BPHTB;

(21 uraian tugas sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Penyusunan rencana kegiatan sub. bagian penerimaan pajak dan

Eetribusi Non PBB-P2 dan BPHTB;

b. Melaksanakan pembukuan sernua hasil Penerimaan pqiak daerah

non PBB-P2 dan BPHTB serta pendapatan lain dari hasil pengelolaan

pajak daerah non PBB-P2 dan BPHTB;

c. Mengkoordinasikan program kegiatan kerja dengan seksi dan sub

bagran }ainnya agar terjalin kerjasarna yang baik dan saling

mendukung demi tercapainya tujuan dan sasaran program kegiatan;

d. Pen5rusunan bahan petunjuk teknis lingkup pertimbangan dan

retribusi;

e. Penerimaan permohonan retribusi dan peneindah bukuan dari wqiib
pajak;

f. Penelitian kelebihan pembayaran pqiak daerah/retribusi daerah yang

dapat diberikan resribusi dan atau pernindah bukr.lan;

g. Penyiapan surat keputusan kepala dinas tentang pemberian restitusi
dan atau pemindah bukuan;

h. Penerimaan Surat keberatan dari wajib pajak/retitusi;
i. Penelitian keberatan wajib pajak/wajib retribusi;
j. Pembuatan pertimbangan atas surat keberatan wajib pqiaklwajib

retribusi;

k. Penyiapan bahan dan data penerbitan surat keputusan kepala dinas

tentang persetqiuan atar.l penolakan atas keberatan;

l. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

tugas;

m. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun; dan

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 2O

(U Kepala Sub. Bidang Penerimaan Lain-lain rnempunyai tugas Membantu

Kepala Bidang Pendapatan Daerah dan Retribusi Non PBB-P2 dan BPHTB



unfirk mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data

pendapatan yang sumber dari penerimaan lain*lain yeng sah dan diakui.

{2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Men;rusun kebijakan, program dan kegiatan penerimaan lain-lain;

b. Melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pemunguLtan

penerimaan lain*lain yang sah;

c. Memeriksa hasil laporan penerimaan dan pendapatan lain-lain;

d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sumber

penerimaan lain-lain;

e. Mengoordinasikan pemungutan bagi hasil pqiak dan penerimaarl lain-

lain; Melaksanakan analisa dan perhitungan terhadap besaran nilai

bagi hasil pajak malrpun penerimaan lain-lain;

f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil petraksanaan penagihan

pajak dan retribusi daerah serta bagi hasil pqiak terutang;

g. Memberikanpenilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun; dan

h. Melaksanakan tr.r.gas }ainnya yang diberikar,l oleh atasan/pirnpinan

sesuai peratrrran yang berlaku;

BAB V

TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pendapatan w4iib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan hortznntal,

baik didalam linglungan masing-masing maup-un antara satuan organisasi

dalam lingkr:ngan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas

rnasing-rnasing.

Pasal22

Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepatra Bidang, Kepala Sub bagian dan

Kepala Sub. Bidang wajib menganrasi basrahan rnasing-rnasing dan apabila

terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langlrah yang diperlukan

sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 23

(1) Kepala Badan bertanggung jawab untuk memimpin dan

mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
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(21 Sekretaris Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta

bertanggung jawab kepada Kepala Badan untuk menyampaika& laporan

pelaksanaan tugasnya.

(3) Kepala Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta

bertanggung jawab kepada Kepala Badan untuk menyampaikan laporan

pelaksanaan tugasnya.

{4) Kepala Sub Bagian wqjib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk

serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan untuk menyampaikan

laporan tentang hasil pelaksanaan tugas tepat waktunya.
(5) Kepala Sub. Bidang wajib mengikuti dan mentatuhi petunjuk-petunjuk

serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang untuk menyampaikan

laporan tentang hasil pelaksanaan tugas tepat waktunya.

BAts VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON

Pasal 24

Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselon serta susunafi kepegawaian diatur

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 25

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mengikuti

seleksi Pejabat tinggi pratama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku.

(21 Sekretaris Badan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi

syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(3) Kepala Bidang di angkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

{4) Kepala Sub bagian dan Kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati atas ust-ll Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Perundang-

Undangan yang berlaku.

Pasal 26

(U Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b. (Jabatan Tinggi

Pratama)

(21 Sekretaris Badan merupakan Jabatan Struktural Esetron III.a

(3) Kepala Bidang rnerupakan Jabatan Struktural Eselon III.b

(4) Kepala Sub Bagien dan Kepala Sub. Bidang rnerupakan Jabatan

Struktural Eselon IV.a
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BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal2T

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buru dan
uraian tugas Struktural dan jabatan fungsional umurn sebagaimana pasal S

(tiga) sampai pada pasal 26 (dua puluh enam) peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Buru Nomor

66 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru di cabut dan

dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 11 November 2017

7e u, lt,

LYI RAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea

, pada tanggal 11 November 2017
I

dSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU, *
Paraf Koordinasi

Kabag Organisasi t,
Kabag Hukum A

AHMAD ASSAGAF

BURU TAHUN 2Ot7 NOMOR 6q
18

BERITA DAERAH KABUPATEN



-(E(,
E5Er--PsizzDrP
-1 frz2Za
P>ob#B
->ozD;

(f,-
mv
I

ro q.
m(-ZG'lrl @

z6t

!13mmzzogmD<t
Ef
6)E
ZZ

EZ;=9I*
PE P
slcz
Bzo
gd
z>z

x
-Z I
B-8.
fi^ (E

f;= 5
-C] Gl

2,

1f
m7I

=HKz2>
6t t'l>-z>
vZ
HE
)9 I
-l
z

!rEm=
<x@E=rfc->7,> ZCZG)DsZ>

z

ao
m

Yrr mUO C E q,
S3 o
aa g
-4(J I>> 6)9z
z

1'
E
7isw F>c =z? w

o= E
!TE E:I> >i.2, z.EE6) 6)

Cz
z

E
r7Iz

-oi**z.>;
E;E
ds "'

P
TI\'

m-(n
H=E

==x,>=

-9
mz
mfra
?C
;ED
Zg

2o
+
z

T
P
7(,
-C

EEE
EnE
--lzE6)

q,
C
UI

-E'
EE
#,6

-{!vrmB--z4cQ
Eb>
!-!-z >#el

!_E;+F
N.} 7(

'(,
m

^frPF6El>o
6EA;2>

o1
z

ril=F

xFf=
U

EEi$fl
IHQIs
H=2d=z*6aa
EDEsgiatst5
D6\t EZC CnZ x;E C
m1

fls+6)
rB
E=ia

FA
s's
ez.
SEct

E

3
c

vtco


